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Abstrak
Narcotics abuse becomes one of the National and even International issues which disturbs all circles, not only for the government but also the grassroots level of the lowest society, also feels the same. Evidenced by the disclosure of various cases ranging from smuggling to the capture of the drug network both revealed in the media and directly occur in the surrounding environment. Something similar happened in Jambi Province even the latest data (Tribun Jambi) mentions that Jambi Province ranks fourth in the National Narcotics abuse. The city of Jambi is in the first position for the level of Jambi Province, so according to the writer, it is necessary to have a policy on target from the City government to immediately cut off the chain of disgraceful activities, so that a strategic step is needed to realize the policy. This research uses a descriptive approach, with data collection techniques. interviews with members of the Jambi City BNN and Legal Bureau, along with other stakeholders. The results showed that the strategy and synergy between institutions, with three stages, namely prevention with a national campaign of the Prevention, Eradication, Abuse and Circulation Narcotics (P4GN) program, supervision with the strengthening of rehabilitation institutions in the City of Jambi, and legal actions with strengthening by all stakeholders involved.
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Pengantar
Penyalahgunaan narkoba menjadi  salah satu isu Nasional bahkan International yang meresahkan semua kalangan, bukan hanya kalangan pemerintahan tepai tingkatan akar rumput masyarakat paling bawah juga merasakan hal yang sama. Terbukti dengan terungkapnya berbagai kasus mulai dari penyelundupan sampai pada penagkapan jaringan narkoba baik yang terungkap di media maupun secara langsung terjadi dilingkungan sekitar. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang begitu kompleks terhadap proses bernegara, hal ini terlihat jelas dengan upaya keras pemerintah dalam berbagai bentuk kebijakan untuk benar-benar membrantas tuntas jaringan narkoba di Indonesia, menurut Kompas (11/01/16) ditahun 2016 pengguna Narkotika mencapai 5,9 juta orang, sedangkan data menurut Okezone (20/07/17) pengguna narkotika tembus diangka 6 juta pengguna. Angka yang menunjukan tingkat penggunaan narkoba di skala Nasional masih sangat tinggi.
Upaya hukum sudah dilakukan belum dapat menimbulkan efek jerah dan pola perubahan arah penggunaan Narkotika yang pada dasarnya diperbolehkan untuk kepentingan medis. Terlihat jumlah dari peningkatan pengguna menurut Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia dengan BNN RI menyebutkan di tahun 2017-2018 terjadi peningkatan hingga 61 persen lebih dengan populasi penduduk dari usia 10 hingga 59 tahun (TribrataNews, 31/01/18). Walaupun pada dasarnya penulis menyadari bahwa tidak ada perubahan yang sifatnya instan, begitupun dalam pola prilaku penyalahgunaan Narkotika.Tidak terkecuali bagi Provinsi Jambi yang terletak dibagian Selatan pulau Sumatera, untuk terus melakukan upaya penaggulangan tersebut. Menurut Kepala BNN Provinsi Jambi yang dikutip dari Kenali Co ( 30/01/18) Brigjend. Pol. Drs. Toha Suharto mengungkapkan saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi sangat memprihatinkan. Pasalnya Provinsi Jambi yang semula pada tahun 2008 lalu menduduki peringkat ke 24 secara nasional sebagai penyalahgunaan narkotika, namun saat ini pada tahun 2017 Provinsi Jambi menduduki pringkat keempat sebagai penyalahgunaan narkotika ditingkat Nasional.
Sebuah fakta yang mengejutkan sekaligus merisaukan semua steakholders yang ada di Provinsi jambi. Peningkatan yang signifikan dimana sebelumnya Provinsi Jambi berada pada peringkat ke 24 secara Nasional (Tribratanews, 30/01/18), yang kemudian disampaikan pada saat press rilis oleh Kepala BNN Provinsi Jambi bahwa saat ini.
Provinsi jambi berada pada status darurat Narkotika, tepatnya berada di urutan ke-4 tingkat Nasional. Fenomena tersebut menjadikan semua pemangku kepentingan risau, ada 47 ribu pengguna narkoba di Provinsi Jambi yang berdasarkan data menurut BNN, Kota Jambi menjadi urutan pertama tempat persebaran jaringan penyalahgunaan Narkotika. Sehingga Pemerintah Kota Jambi dituntut secara cepat untuk menangani masalah tersebut, yang dianggap sebagai masalah serius yang terjadi di Kota Jambi.

Beberapa upaya sudah di lakukan oleh pemerintah Kota Jambi, diantaranya rapat kerja oleh pemberdayaan masyarakat anti narkoba bersama Wali Kota Jambi, yang dilaksanakan pada 07 Maret 2017 (Mediajambi,09/04/17) dan acara serupa yang terus dilaksanakan. Tetapi hal tersebut 

dirasa belumlah cukup untuk menghentikan penyimpangan terkait penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi,  perlu adanya Kebijakan cepat dan akurasinya tepat sasaran untuk menekan tingkat penyimpangan Narkotika di Kota Jambi. Langkah-langkah strategis oleh Pemerintah Kota Jambi yang harus bersinergi dengan steakholders lainnya menjadi salah satu jawaban, terkait PR besar yang dihadapi Kota Jambi untuk menggulangi secara cepat dan tepat sasaran kasus penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi ini. Dengan melihat faktor Internal dan eksternal Kota Jambi sebagai bahan analisis diawal untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di Kota Jambi, untuk kemudian mangambil kebijakan yang benar-benar tepat sasaran dan mampunmemutuskan mata rantai jaringan Narkotika di Kota Jambi pada Khususnya, dan Provinsi Jambi pada umumnya. Sehingga linier dengan tingkat penurunan penyalahgunaan di tingkat Nasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Pendekatan deskriptif, digunakan untuk menganalisis dan memaparkan dengan jelas temuan fakta-fakta dalam melihat bagaimana realitas manajemen strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menanggulangi kejahatan Narkotik. Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi yaitu untuk melihat langkah strategis Pemerintah kota Jambi dalam menanggulangi jaringan narkotika. Menggunakan jenis data Primer dan data Skundet, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden. Responden yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Jambi, sedangkan Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, arsip, buku-buku teori, jurnal ilmiah, laporan tertulis, surat kabar online, dan media online lainnya Adapun nara sumber ditentukan dan terhadap steakholders yang berkaitan dalam pencarian data tersebut, rincian narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut:
	1.
	Walikota Jambi/Biro Hukum
	: 1 orang

	2.
	Ketua BNN ProvinsiJambi
	: 1 orang

	3.
	Ketua BNN Kota Jambi
	: 1 orang

	4.
	Staf Kepolisian
	: 3 orang

	5.
	Masyarakat Kota Jambi
	: 15 orang


Manajemen Strategis
Menurut Fred R David (Hapsa, 2010) Mendefinisikan Manajemen Strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu oraganisasi
mencapai
sasarannya. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Efendy dalam. Adapun tahapannya dimulai dari Identifikasi

Mandat Dan Misi Organisasi, Analisis Lingkungan, Analisis isu strategis, Perumusan, Pelaksanaan, Evaluasi.
Penanggulangan Narkotika
More dan Trojanowics sebagaimana dikutip oleh Barbara Etter dan Mick Palmer dalam Richardo
(2010) Mengungkapkan empat strategi penanggulangan,yaitu :
Reactive Policing, merupakan strategi operasional
pemolisian
yang menitiberatkan pada pola tindak polisi yang menekankan atas suatu tindakan kepolisian yang dilakukan setelah adanya
suatu   kejadian,   pelanggaran  atau timbulnya kejahatan.
Proactive Policing, merupakan perluasan daripada reactive policing, dimana polisi sudah mulai memanfaatkan informasi  dari masyarakat tentang akan atau telah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan menekankan pada control kejahatan melalui deteksi dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan. Adapun cara yang digunakan dengan melakukan kegiatan penyidikan, dengan metode-metode tertentu, seperti pembuntutan, penyamaran, dan lainsebagainya.
Problem Solving Policing, merupakan strategi yang menggerakkan masyarakat dan petugas resmi yang ditentukan oleh undang-undang untuk secara bersama- sama mengatasi masalah kejahatan dengan caracara, seperti negosiasi ataupun berusaha untuk memecahkan masalah yang timbul.
Community Policing, merupakan strategi yang menekankan untuk bekerjasama secara efektif dan efisien dengan semua potensi masyarakat, guna menghindarkan atau menghilangkan sedini mungkin semua bentuk kejahatan, dimana kesuksesannya sangat tergantung dari kemampuan dan peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan yang terjadi.
Strategi Penanganan Narkotika oleh Biro Hukum Kota Jambi
Menurut Pak Rendara peredaran narkotika di Indonesia termasuk dijambi, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya untuk penggunaan dunia medis. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, oleh penggunanya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi lebih jauh dari pada itu, dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi ) dan sehingga merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda, hal itulah yang juga sering ditemui di Kota Jambi. Adapun upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika di Kota Jambi, setidaknya  beberapa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang yang harus bersinergi dengan pemda Kota Jambi yaitu Kepolisian yang dikenal sebagai Penyidik, Badan Narkotika Nasional Kota Jambi (BNNK), Lembaga Pemasyarakat sebagai tindakan hukum.
Mengatasi penyalah gunaan narkotika, maka diperlukan strategi penegakan hukum secara efektif, yang meliputi:
1. Pencegahan (General Prevention) Pencegahan General Prevention, merupakan masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran,
penyaluran,

dan
penggunaan narkotika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi

sebagai
regulation,
serta
pencegahan peredaran gelap narkotika memerlukan perhatian sebegai bentuk pencegahan (general prevention) Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika, memang diperlukan. Sebab kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkotika yang melebihi kebutuhan untuk dunia medis,dan lain-lain.
2. Kebijakan kriminal (Criminal Policy),
Kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni : melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana non penal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kebijakan kriminal ini adalah tanggung jawab aparat penegak hukum agar menegakkan hukum sebagai upaya hukuman (punishment), untuk  membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hokum.
3. Rehabilitasi medis (Medical and Social Rehabilitation)
Kebijakan sangat diperlukan bagi pecandu atau pemakai narkotika sebaiknya dibangun fasilitas sarana rehabilitasi medis dalam rangka rehabilitasi sosial. Di sisi lain, bagi para terpidana narkotika hendaknya dibangun fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya.
Strategi Penanggulangan Narkotika oleh BNN Kota Jambi
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah pusat melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta bersinergi dengan pemerintahan Kota dalam membuat rencana startegis dalam penaggulangan penyalahgunaan Narkotika.
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian tersebut telah melaksanakan 2 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Capaian target kinerja BNN Kota Tahun sebelumnya telah menggambarkan semakin berfungsinya peran dari berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan program P4GN. Dukungan dan peran serta masyarakat ditandai dengan semakin berkembangnya kerjasama dalam pelaksanaan program baik dengan
Kementerian/Lembaga/Instansi maupun Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan evaluasi bahwa kinerja Satker BNN Kota Jambi setiap tahunnya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama bidang pemberantasan. Sampai saat ini bidang pemberantasan di Kota Jambipun belum terisi baik struktural maupun fungsional.
Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Jambi
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, mulai dari kegiatan pemberantasan antara lain melalui pengungkapan jaringan penyelundupan narkotika dan pengungkapan pabrik gelap narkotika, kegiatan pencegahan antara melalui kampanye nasional program Pencegahan,Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta kegiatan rehabilitasi. Terwujudnya masyarakat Jambia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. dan prekursor narkotika salah satunya yaitu bekerja sama anatara Badan POM dan BNN menandatangani nota kesepahaman sebagai landasan kerja sama yang sinergis mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Jambi.
Melalui nota kesepahaman ini, Badan POM dan BNN sepakat melakukan pertukaran informasi terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika; penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman terkait peredaran bahan psikoaktif baru; peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; pemeriksaan tes/uji narkoba; serta pelaksanaan sosialisasi program wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Diseminasi informasi tentang bahaya Narkoba melalui berbagai media Di samping itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan melibatkan berbagai medai di Kota Jambi. Baik medai Cetak maupun online.
Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi di Kota Jambi
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi atas instruksi dari deroktoral pusat BNN memberikan fasilitas magang kepada petugas rehabilitasi non BNN. Petugas rehabilitasi akan dibekali keterampilan Therapeutic Community (TC). TC adalah suatu metode penanganan dalam bidang rehabilitasi adiksi khususnya penyalah guna narkoba yang memiliki prinsip dasar komunitas sebagai alat terapi.
Rehabilitasi pada korban penyalahgunaandan/atau pecandu Narkoba Kota Jambi
Aspek rehabilitasi perlu dikedepankan dalam penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba, khususnya kepada pecandu. Rehabilitasi penting karena berdasarkan fakta di lapangan selama ini, korban narkoba yang tidak terawat lebih banyak menjadi target para pengedar narkoba.rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi itu saat ini sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jambi. Rumah sakit tersebut telah menyiapkan tenaga medis dan ruangan khusus untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan intelijen Narkoba dan menjalin kerjasama bersama Pemda Kota Jambi dan Kepolisian.
Selain penguatan kelembagaan, semuastakeholders yang berkaitan dengan penanggulanagan narkotika, juga bekerja sama dengan empat perusahaan jasa pengiriman barang atau paket dalam rangka memberantas peredaran narkotika dan narkoba di Kota Jambi yang kian marak. Pihak ditresnarkoba mewakili Polda Jambi telah membuat kesepakatan bersama atau MoU dengan perusahaan jasa pengiriman barang dan paket dibidang pemberantasan narkoba di Jambi, sejauh ini baru ada empat perusahaan yang ikut kesepakatan yakni PT JNE, Tiki, Kantor Pos Indonesia cabang Jambi dan PT Ratu Intan.
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